
 
 

GUBERNUR PAPUA 
PERATURAN GUBERNUR PAPUA 

 
NOMOR  14  TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 43 TAHUN 2021 
TENTANG PROGRAM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH BAGI USAHA 

MIKRO DI PROVINSI PAPUA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR PAPUA, 
 

Menimbang : a. bahwa program percepatan akses keuangan daerah bagi usaha mikro 
telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 
2021 tentang Program Percepatan Akses Keuangan Daerah Bagi Usaha 
Mikro Di Provinsi Papua, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan; 

b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2021 masih 
terdapat persyaratan-persyaratan yang sulit dipenuhi oleh calon debitur 
usaha mikro, sehingga Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2021 
perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu  menetapkan  Peraturan  Gubernur Papua tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2021 
Tentang Program Percepatan Akses Keuangan Daerah Bagi Usaha Mikro 
Di Provinsi Papua; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian 

Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3790); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

 
4. Undang-Undang ……../2 

 
 
 
 
 

 



- 2 - 
 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4866); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga  
Penjaminan; 

12. Peraturan Presiden  Nomor  82  Tahun  2016  tentang  Strategi 
Nasional Keuangan Inklusif; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6619); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan 
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

 
16. Peraturan ………/3 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, 

Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan 
Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus 
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6731); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang 
Bentuk Badan Usaha Milik Daerah; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang 
Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang 
Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang 
Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang 
Kredit; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR PAPUA NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM 
PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH BAGI USAHA MIKRO DI 
PROVINSI PAPUA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2021 tentang Program 
Percepatan Akses Keuangan Daerah Bagi Usaha Mikro Di Provinsi Papua (Berita Daerah 
Provinsi Papua Tahun 2021 Nomor 43), diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf g diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

(1) Persyaratan Kredit Papeda meliputi : 
a. Warga Negara Indonesia. 
b. berusia 21 tahun ke atas atau sudah menikah; 
c. tidak sedang menikmati kredit produktif di Bank Papua atau bank lain dan/atau 

memiliki histori kredit yang sudah lunas dengan lancar; 
d. memiliki tempat usaha yang tetap; 
e. membuat rincian kebutuhan kredit; 
f. menjadi nasabah Bank Papua; 
g. memiliki sertifikat pelatihan usaha dan bersedia menjadi binaan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua; 
h. formulir ………/4 
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h. formulir aplikasi permohonan; 
i. copy E-KTP (suami/istri); 
j. copy E-Kartu Keluarga; 
k. copy surat nikah (apabila sudah menikah); 
l. copy NPWP (apabila ada); 
m. surat keterangan usaha dari kelurahan/desa/kampung/instansi terkait; 
n. pas foto 4x6 masing-masing 2 lembar (suami/istri); dan 
o. surat rekomendasi dari instansi terkait bagi pelaku usaha mikro binaan 

pemerintah daerah. 
(2) Plafon jangka waktu 

a. plafon maksimal Kredit Papeda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah); dan 

b. jangka waktu Kredit Papeda minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) 
tahun. 

 
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru, yaitu Pasal 9A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut :  
 

Pasal 9A 
 

(1) Pemerintah Provinsi Papua akan membentuk Tim Pendamping yang bertugas 
mendampingi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur 
ini. 

(2) Anggaran/pembiayaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. 
     

Ditetapkan di  Jayapura 
pada tanggal 24 Maret 2022                         

              
GUBERNUR PAPUA, 

CAP/TTD 
LUKAS ENEMBE, SIP, MH 

  
Diundangkan di Jayapura 
Pada tanggal 25 Maret 2022 
   Sekretaris Daerah Provinsi Papua 
               CAP/TTD 
  Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM 
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2022 NOMOR 14 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 
 
 

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH 
NIP. 19661202 198603 1 002 
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